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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 77 TAHUN 2011 
TENTANG 

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf 
c dan d dan ayat (3), Pasal 165 ayat (1), Pasal 168, Pasal 170,  
Pasal 172, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (3), dan Pasal 
186 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perhubungan tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan 
Udara; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3467);  

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4956); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 
tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4954);  

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Organisasi Kementerian Negara; 

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta 
Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 
2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perhubungan; 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN 
UDARA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :  
1. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan Pesawat 

Udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos untuk satu 
perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau 
beberapa bandar udara.  

2. Pengangkut adalah Badan Usaha Angkutan Udara, pemegang izin kegiatan 
angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara 
niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Penerbangan, 
dan/atau badan usaha selain Badan Usaha Angkutan Udara yang membuat 
kontrak perjanjian angkutan udara niaga. 
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3. Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara 
untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau 
pengirim barang serta pihak ketiga. 

4. Angkutan Udara Niaga adalah Angkutan Udara untuk umum dengan 
memungut pembayaran. 

5. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan 
terbatas atau koperasi, yang' kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat 
udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos 
dengan memungut pembayaran. 

6. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan   batas-
batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan 
lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat 
perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan 
fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan 
fasilitas penunjang lainnya. 

7. Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau 
bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian 
angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang 
untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara. 

8. Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh 
penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara 
yang sama. 

9. Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada 
dalam pengawasan penumpang sendiri. 

10. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk 
hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama 
penerbangan, barang bawaan atau barang yang tidak bertuan. 

11. Kejadian Angkutan Udara adalah kejadian yang semata-mata ada 
hubungannya dengan pengangkutan udara. 

12. Kecelakaan adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang 
mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang 
digunakan dan/atau korban jiwa atau luka serius. 

13. Keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu 
keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu 
keberangkatan atau kedatangan.  
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14. Cacat Tetap adalah kehilangan atau menyebabkan tidak berfungsinya salah 
satu anggota badan atau yang mempengaruhi aktivitas secara normal 
seperti hilangnya tangan, kaki, atau mata, termasuk dalam pengertian cacat 
tetap adalah cacat mental. 

15. Cacat Tetap Total adalah kehilangan fungsi salah satu anggota badan, 
termasuk cacat mental sebagai akibat dari Kecelakaan (accident) yang 
diderita sehingga penumpang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang 
memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, 
keahlian, ketrampilan dan pengalamannya sebelum mengalami cacat. 

16. Catat Tetap Sebagian adalah kehilangan sebagian dari salah satu anggota 
badan namun tidak mengurangi fungsi dari anggota badan tersebut untuk 
beraktifitas seperti hilangnya salah satu mata, salah satu lengan mulai dari 
bahu, salah satu kaki. 

17. Cacat Mental adalah tidak berfungsi atau kerusakan yang bersangkutan 
dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat kerusakan badan atau 
tenaga. 

18. Ganti Rugi adalah uang yang dibayarkan atau sebagai pengganti atas suatu 
kerugian. 

19. Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara adalah perjanjian 
antara pengangkut dengan konsorsium perusahaan asuransi untuk 
mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim 
barang serta pihak ketiga. 

20. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan perasuransian.  

21. Perusahaan Pialang Asuransi adalah Perusahaan Penunjang Usaha 
Perasuransian yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan 
Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dan penanganan 
penyelesaian ganti kerugian Asuransi dengan bertindak untuk kepentingan 
pemegang polis dan atau tertanggung.    

22. Konsorsium Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara adalah 
kumpulan sejumlah perusahaan asuransi sebagai satu kesatuan yang terdiri 
dari ketua dan anggota yang dibentuk berdasarkan perjanjian sebagai 
Penanggung asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan udara. 

23. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan. 
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.  
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BAB II 
JENIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT  

DAN BESARAN GANTI KERUGIAN 
Pasal 2 

Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas 
kerugian terhadap :  
a. penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka;  
b. hilang atau rusaknya bagasi kabin;  
c. hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat  
d. hilang, musnah, atau rusaknya kargo;  
e. keterlambatan angkutan udara; dan 
f. kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. 

Pasal 3 
Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap 
atau luka-Iuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan sebagai 
berikut :  
a. penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat 

kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada 
hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar 
Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per 
penumpang;  

b. penumpang yang meninggal dunia akibat suatu kejadian yang semata-mata 
ada hubungannya dengan pengangkutan udara pada saat proses 
meninggalkan ruang tunggu bandar udara menuju pesawat udara atau pada 
saat proses turun dari pesawat udara menuju ruang kedatangan di bandar 
udara tujuan dan/atau bandar udara persinggahan (transit) diberikan ganti 
kerugian sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per 
penumpang;  

c. penumpang yang mengalami cacat tetap, meliputi :  
1) penumpang yang dinyatakan cacat tetap total oleh dokter dalam jangka 

waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya 
kecelakaan diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 1.250.000.000,00 
(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang; dan 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id

